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KOLOM S: KLERK

Kebutuah Lokal

Tharat sebuah keluarga, hubungan antara Daerah dengan Pusat dalam suatu negara dapat dianalogikan sebagai hubungan
antara Anak dengan Orangiua. Pada saat seorang anak masih belum dewasa dan belum mampu memenuhi dan

menghidupi dan atau men ghidupi sendiri kebutuhannya, orangtua masih memiliki hak campur tangan secara penuh untuk
mendewasakan anaknya. Berbagai cara ditempuh untuk melakuk an pendewasaan dapat berbentuk pemberian arah bantuan
keuangan dan fasilitas (sebagaian atau seluruhnya), penggarisan atau penuntunan arah dan tujuan hidup, dan sebagainys,

Namun senng dengan perkembangan yang dialami oleh anak tersebut, maka pada dirinya akan muncul kemampuan dan
atau kapasitas baru yang menunjukan tingkat kedewasaannya. Disamping itu. dengan berbekal kemampuan dan atau

kapasitasnya tadi, ia dapat mengembangkan inovasi dan kreatifitas guna mencapai tujuan hidupnya secara lehih haik,

efelktif dan efisien.
Dalam Kondisi demikian, bahwa peran dan campur tangan orangfua semakin diperkecil. Peran ini perlu diperkecil
mengmgat tiga hal : 1) anak makin dewasa dengan tingkat perkembangan analisis dan kemampuan yang makin menm gkat
pula: 2) anak memiliki kebutuhan yang makm beragam sesuai dengan kondisi obyektif dan subyektif ; serta 3)
Imghkungan strategis (sosial, ekonomi, politik) dan dnamis dan cendenmg rurbulen.

Dalam konteks hubungan Pusat — Daerah. tuntutan otonomi dan desentralisasipun tidak bisa dihindarkan, Meskipun UTJ
Pemda vang lama (UU Nomor 5 tahun 1974) menggariskan bahwa urusan rumsh tangga tertentu dapat ditarik kembali ke
Pusat jika Daersh menunjukan indikasi kurang mampu, maupun fakla sebaliknya yang justru menunjukan makin mampu
dan dewasanva daerah.

Indikator-mdikatir vang dapat ditunjukan dari tingkat kemampuan dan kedewasaan daerah ini misalnya - jumlah
penduduk vang makm banyak, penmgkatan indikator sosial ekonomi (pendidikan, usia harapan hidup, pendapatan rata-
Tala per tahun)). potensi sumber-sumber keuangan (pajak, retribusi dan keuntungan perusahaan daerah), pemilikan
fasilitas umum (transp ortasi, keschatan, pendidikan, peribadahan. dan sebagainya). Pada saat yang bersamaan, daerah
memiliki karkteristik vang heterogen atau berbeda-beda, baik dalam hal adat-istiadat dan sistem kepercayaan, hahass,

kesenian dan teknologi, sisem kekerabatan, pilihan-pilihan warga masyaraklat (public choice) dan sebagainya.
Sehubungan dengan hal tersebut, pengaturan kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan-pun menjadi tidak mungkin
diseragambkan.

Kalapun kebijakan sentralisasi (penyeragaman) akan telap diberlakukan. hendaknya memberikan peluang untuk
mengembangkan muatan-muatan lokal. Dengan kata lain, penyeragaman dapat dipahami sepanjang lelap mengindahkan
keragaman (unity i diversity) bukan diversity m unity).

Sebagai contoh. urusan pertanizn rakyat atau urusan lalu lintas simgai dan danan hanva akan tepal jika damiliki oleh
daerah dengan lahan pertanian yang luas atau kendisi geografis yang berbentuk kepulauan dan rawa-rawa. Dalam kasus
mi, DKI Jakarta vang sifatnya sangat metropolis kurang cocok apabila diserahi urusan pertanian rakval atau urusan

lalulmtas sungai dan danau.

Dengan logika terbalik. penghindaran terhadap kebijakan penyeragaman urusan ini dapat diartikan pula bahwa daerah
perlu mengidentifikasikan kebutuhan -k ebutuhan lokalnva, dan kemudian diajukan kepada Pusat sebagal urusan rumah
tangganya sendiri. Alau, penetapan suatu urusan lertentu dari Pusat kepada Daerah sebaliknya lebih menggunakan
mekanisme dari bawzh (bottom up) dan pada ketentuan secara baku dari atas (top down)

Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa pengususalan suatu urusan berdasarkan k ebutuhan lokal menjadi wrusan
otonomu. harus disertai dengan upaya-upava mempersiapkan berbagai aspek yang terkait, agar urusan tersebut dapat
diselenggarakan dengan baik. efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan, dalam arti sesuai dengan hakikat
kebijakan otonomi derah
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